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Kebutuhan masyarakat akan pentingnya informasi seputar kesehatan adalah tanggung jawab 
dari setiap lembaga kesehatan. Puskesmas adalah ujung tombak dari pelayanan kesehatan masyarakat 
yang meliputi kesehatan masyarakat umum, Ibu hamil, balita dan perawatan secara intensif. Banyak 
dari masyarakat yang sudah bergantung pada Puskemas dikarenakan lokasi yang mudah dijangkau, 
biaya yang murah atau bahkan gratis dengan pelayanan yang baik. Upaya dalam pengelolaan 
kesehatan masyarakat di daerah Keranggan dan Pademangan menjadi wilayah kerja dari Puskesmas 
Keranggan. Saat ini Puskesmas Keranggan memiliki 6 kamar yang dapat menangani pasien yang 
membutuhkan perawatan secara intensif. Kendala yang dihadapi adalah pengaturan / okupansi kasur 
dari kamar rawat inap yang masih diatur secara manual sehingga data penggunaan kamar rawat inap 
tidak dapat dipantau secara real time oleh petugas Puskesmas maupun calon pasien yang 
membutuhkan kamar rawat inap. Tampilan lainnnya yang akan disiapkan adalah data jadwal 
imunisasi, jadwal pemeriksaan kehamilan berkala dan pemeriksanaan kesehatan gratis untuk warga 














1.1 Latar Belakang  
 
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025 menyatakan bahwa salah satu 
komponen penting dalam pembangunan nasional ialah pembangunan kesehatan. Pembangunan 
kesehatan merupakan upaya semua komponen Bangsa Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, 
kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga terwujud derajat kesehatan masyarakat yang 
setinggi-setingginya. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No HK.02.02/Menkes/52/2015, 
salah satu program utama pembangunan kesehatan ialah Program Indonesia Sehat. Adapun yang 
menjadi sasaran dari Program Indonesia Sehat adalah meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi 
masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan 
perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Sasaran ini sesuai dengan sasaran 
pokok RPJMN 2015-2019, yaitu: (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu dan anak, (2) 
meningkatnya pengendalian penyakit, (3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar 
dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan, (4) meningkatnya cakupan 
pelayanan kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas pengelolaan SJSN 
kesehatan, (5) terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin, serta (6) meningkatnya 
responsivitas sistem kesehatan. Program Indonesia Sehat dilaksanakan dengan menegakkan tiga pilar 
utama, yaitu: (1) penerapan paradigma sehat, (2) penguatan pelayanan kesehatan, dan (3) 
pelaksanaan jaminan kesehatan nasional (JKN). Penerapan paradigma sehat dilakukan dengan 
strategi pengarusutamaan kesehatan dalam pembangunan, penguatan upaya promotif dan preventif, 
serta pemberdayaan masyarakat. Penguatan pelayanan kesehatan dilakukan dengan strategi 
peningkatan akses pelayanan kesehatan, optimalisasi sistem rujukan, dan peningkatan mutu 
menggunakan pendekatan continuum of care dan intervensi berbasis risiko kesehatan. Sedangkan 
pelaksanaan JKN dilakukan dengan strategi perluasan sasaran dan manfaat (benefit), serta kendali 







Untuk mencapai pembangunan kesehatan di Indonesia salah satunya dengan menciptakan 
keluarga-keluarga yang sehat. Salah satu pendekatannya ialah melalui Pusat Kesehatan Masyarakat 
(Puskemas). Puskesmas diharapkan dapat meningkatkan jangkauan sasaran dan 
mendekatkan/meningkatkan akses pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya dengan mendatangi 
keluarga. Puskesmas tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan di dalam gedung, 
melainkan juga keluar gedung dengan mengunjungi keluarga di wilayah kerjanya (Depkes,2017).  
Tujuan Puskesmas berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 
2014 tentan Pusat Kesehatan Masyarakat ialah mewujudkan masyarakat yang: 
1. Memiliki perilaku sehat yang meliputi kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat 
2. Mampu menjangkau pelayanan kesehatan bermutu 
3. Hidup dalam lingkungan sehat 
4. Memiliki derajat kesehatan yang optimal, baik individu, keluarga, kelompok dan masyarakat. 
Berdasarkan PMK RI No 75 Tahun 2014, Puskemas di Indonesia dikategorikan menjadi 2 yaitu : 
1. Puskesmas non rawat inap 
Puskesmas yang tidak menyelenggarakan pelayanan rawat inap, ekculai pertolongan 
persalinan normal 
2. Puskesmas rawat inap 
Puskesmas yang diberi tambahan sumber daya untuk menyelenggarakan pelayanan rawat 
inap, sesuai pertimbangan kebutuhan pelayanan kesehatan 
Keluarga sebagai fokus dalam pendekatan pelaksanaan program Indonesia Sehat karena 
menurut Friedman (1998), terdapat lima fungsi keluarga, yaitu: 
1. Fungsi afektif (The Affective Function) adalah fungsi keluarga yang utama untuk 
mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan 
orang lain. Fungsi ini dibutuhkan untuk perkembangan individu dan psikososial anggota 
keluarga. 
2. Fungsi sosialisasi (Socialization and Social Placement) yaitu proses perkembangan dan 
perubahan yang dilalui individu yang menghasilkan interaksi sosial dan belajar berperan 
dalam lingkungan sosialnya. Sosialisasi dimulai sejak lahir. Fungsi ini berguna untuk 
membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma tingkah laku sesuai dengan tingkat 
perkembangan anak dan dan meneruskan nilai-nilai budaya keluarga. 
3. Fungsi reproduksi (The Reproductive Function) adalah fungsi untuk mempertahankan 
generasi dan menjaga kelangsungan keluarga. 
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4. Fungsi ekonomi (The Economic Function) yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi 
kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu 
meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. 
5. Fungsi perawatan atau pemeliharaan kesehatan (The Health Care Function) adalah untuk 
mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktivitas yang 
tinggi. Fungsi ini dikembangkan menjadi tugas keluarga di bidang kesehatan. 
Sedangkan tugas-tugas keluarga dalam pemeliharaan kesehatan adalah mengenal gangguan 
perkembangan kesehatan setiap anggota keluarganya, mengambil keputusan untuk tindakan 
kesehatan yang tepat, memberikan perawatan kepada anggota keluarga yang sakit, mempertahankan 
suasana rumah yang menguntungkan untuk kesehatan dan perkembangan kepribadian anggota 
keluarganya, mempertahankan hubungan timbal balik antara keluarga dan fasilitas kesehatan 
(Depkes, 2017). Yang dimaksud satu keluarga adalah satu kesatuan keluarga inti (ayah, ibu, dan 
anak) sebagaimana dinyatakan dalam Kartu Keluarga. Jika dalam satu rumah tangga terdapat kakek 
dan atau nenek atau individu lain, maka rumah tangga tersebut dianggap terdiri lebih dari satu 
keluarga. Untuk menyatakan bahwa suatu keluarga sehat atau tidak digunakan sejumlah penanda 
atau indikator.  
Dalam rangka pelaksanaaan Program Indonesia Sehat telah disepakati adanya 12 indikator utama 
untuk penanda status kesehatan sebuah keluarga. Indikator utama tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 
2. Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan 
3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap 
4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif 
5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan 
6. Penderita tuberkulosis paru mendapatkan pengobatan sesuai standar 
7. Penderita hipertensi melakukan pengobatan secara teratur 
8. Penderita gangguan jiwa mendapatkan pengobatan dan tidak ditelantarkan 
9. Anggota keluarga tidak ada yang merokok 
10. Keluarga sudah menjadi anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 
11. Keluarga mempunyai akses sarana air bersih 
12. Keluarga mempunyai akses atau menggunakan jamban sehat 
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Berdasarkan indikator tersebut, dilakukan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) dari setiap 
keluarga. Sedangkan keadaan masing-masing indikator, mencerminkan kondisi Perilaku Hidup 
Bersih dan Sehat (PHBS) dari keluarga yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan pendekatan keluarga 
ini tiga hal berikut harus diadakan atau dikembangkan, yaitu: 
1. Instrumen yang digunakan di tingkat keluarga.  
Forum komunikasi yang dikembangkan untuk kontak dengan keluarga. Keterlibatan tenaga 
dari masyarakat sebagai mitra Puskesmas. 
2. Instrumen yang diperlukan di tingkat keluarga adalah sebagai berikut. 
a. Profil Kesehatan Keluarga (selanjutnya disebut Prokesga), berupa family folder, yang 
merupakan sarana untuk merekam (menyimpan) data keluarga dan data individu 
anggota keluarga. Data keluarga meliputi komponen rumah sehat (akses/ ketersediaan 
air bersih dan akses/penggunaan jamban sehat). Data individu anggota keluarga 
mencantumkan karakteristik individu (umur, jenis kelamin, pendidikan, dan lain-lain) 
serta kondisi individu yang bersangkutan: mengidap penyakit (hipertensi, 
tuberkulosis, dan gangguan jiwa) serta perilakunya (merokok, ikut KB, memantau 
pertumbuhan dan perkembangan balita, pemberian ASI eksklusif, dan lain-lain). 
b. Paket Informasi Keluarga (selanjutnya disebut Pinkesga), berupa flyer, leaflet, buku 
saku, atau bentuk lainnya, yang diberikan kepada keluarga sesuai masalah kesehatan 
yang dihadapinya. Misalnya: Flyer tentang Kehamilan dan Persalinan untuk keluarga 
yang ibunya sedang hamil, Flyer tentang Pertumbuhan Balita untuk keluarga yang 
mempunyai balita, Flyer tentang Hipertensi untuk mereka yang menderita hipertensi, 
dan lain-lain. 
3. Forum komunikasi yang digunakan untuk kontak dengan keluarga dapat berupa forum-forum 
berikut: 
a. Kunjungan rumah ke keluarga-keluarga di wilayah kerja Puskesmas. 
b. Diskusi kelompok terarah (DKT) atau biasa dikenal dengan focus group discussion 
(FGD) melalui Dasa Wisma dari PKK. 
c. Kesempatan konseling di UKBM (Posyandu, Posbindu, Pos UKK, dan lain-lain). 
d. Forum-forum yang sudah ada di masyarakat seperti majelis taklim, rembug desa, 
selapanan, dan lain-lain. 
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Pelaksanaan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga di tingkat Puskesmas dilakukan 
kegiatan-kegiatan sebagai berikut:  
1. Melakukan pendataan kesehatan keluarga menggunakan Prokesga oleh Pembina Keluarga 
(dapat dibantu oleh kader kesehatan). 
2. Membuat dan mengelola pangkalan data Puskesmas oleh tenaga pengelola data Puskesmas. 
3. Menganalisis, merumuskan intervensi masalah kesehatan, dan menyusun rencana Puskesmas 
oleh Pimpinan Puskesmas. 
4. Melaksanakan penyuluhan kesehatan melalui kunjungan rumah oleh Pembina Keluarga. 
5. Melaksanakan pelayanan profesional (dalam gedung dan luar gedung) oleh tenaga 
teknis/profesional Puskesmas. 
6. Melaksanakan Sistem Informasi dan Pelaporan Puskesmas oleh tenaga pengelola data 
Puskesmas. 
Kegiatan-kegiatan tersebut harus diintegrasikan ke dalam langkah-langkah manajemen Puskesmas 
yang mencakup P1 (Perencanaan), P2 (Penggerakan-Pelaksanaan), dan P3 (Pengawasan-
Pengendalian-Penilaian). 
Selain itu, peran pemangku kepentingan lainnya juga penting dalam menjaga dan meningkatkan serta 
mengawasi kualitas pelayanan dari Puskesmas itu sendiri. Adapun beberapa tingkat pemangku 
kepentingan terbagi menjadi: 
1. Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota  
Peran Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai pemilik Unit Pelaksana Teknis/Puskesmas 
adalah mengupayakan dengan sungguhsungguh agar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 
Tahun 2014 terpenuhi untuk semua Puskesmas di wilayah kerjanya. Dalam rangka 
pelaksanaan pendekatan keluarga oleh Puskesmas, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota 
memiliki tiga peran utama, yakni: pengembangan sumber daya, koordinasi dan bimbingan, 
serta pemantauan dan pengendalian. 
2. Peran Dinas Kesehatan Provinsi  
Peran Dinas Kesehatan Provinsi dalam penyelenggaraan Puskesmas secara umum adalah 
memfasilitasi dan mengoordinasikan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya 
untuk berupaya dengan sungguh-sungguh agar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 
Tahun 2014 terpenuhi di semua Puskesmas. Dalam rangka pelaksanaan pendekatan keluarga, 
Dinas Kesehatan Provinsi juga memiliki tiga peran utama, yakni: pengembangan sumber 
daya, koordinasi dan bimbingan, serta pemantauan dan pengendalian. 
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3. Peran Kementerian Kesehatan 
Kementerian Kesehatan sebagai Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan 
pemerintahan konkuren sebagaimana UU No. 23 Tentang Pemerintahan Daerah berwenang 
untuk: (a) menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan 
urusan pemerintahan; (b) melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap 
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selain juga 
pengembangan sumber daya, koordinasi dan bimbingan, serta pemantauan dan evaluasi. 
4. Peran dan Tanggung Jawab Lintas Sektor  
Keberhasilan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga diukur dengan Indeks 
Keluarga Sehat, yang merupakan komposit dari 12 indikator. Semakin banyak indikator yang 
dapat dipenuhi oleh suatu keluarga, maka status keluarga tersebut akan mengarah kepada 
Keluarga Sehat. Sementara itu, semakin banyak keluarga yang mencapai status Keluarga 
Sehat, maka akan semakin dekat tercapainya Indonesia Sehat.  
Pendataan keluarga dalam rangka Program Indonesia Sehat melalui Pendekatan Keluarga 
telah dilakukan sejak tahun 2016 terutama di 9 provinsi, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, 
Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Sulawesi Selatan. Pada 
tahun 2017, pendataan keluarga sehat akan dilakukan di seluruh provinsi dengan lokasi fokus (lokus) 




Gambar 1.1. Jumlah Keluarga Terdata di Aplikasi Keluarga Sehat Menurut Provinsi 
Berdasarkan penghitungan Indeks Keluarga Sehat (IKS) yang dilakukan pada aplikasi Keluarga 
Sehat pada tahun 2017 mencatatkan bahwa jumlah keluarga yang terdata terbanyak ialah provinsi 
Jawa Tengah (367.049 keluarga),  diikuti oleh provinsi Jawa Timur (241.512 keluarga) dan provinsi 
Sumatera Utara (154.094 keluarga). Sedangkan provinsi Banten menempati posisi urutan ke-7 
dengan jumlah keluarga yang terdata 52.504 keluarga. Menurut data BPS, rata-rata banyaknya 
anggota rumah tangga di Indonesia tahun 2015 adalah sebayak 3,90. Jika diasumsikan rata-rata 
banyaknya anggota rumah tangga di Indonesia tahun 2017 sama dengan tahun 2015, dan estimasi 
jumlah penduduk Indonesia tahun 2017 sebanyak 261.890.872 orang, maka diperkirakan jumlah 
rumah tangga di Indonesia tahun 2017 sebanyak 67.151.506 rumah tangga. Dengan demikian baru 
1,7% rumah tangga/keluarga yang terdata. Jumlah ini masih sangat kecil untuk bisa menggambarkan 
kondisi kesehatan keluarga secara nasional. 
 
Gambar 1.2. Persentase Keluarga Terdata di Aplikasi Keluarga Sehat Menurut Provinsi 
Dengan cara penghitungan yang sama seperti sebelumbnya, persentase rumah tangga/keluarga 
terdata provinsi dengan persentase keluarga terdata terbesar adalah Sulawesi Selatan (5,34%), 
Sumatera Utara (4,65%) dan Jawa Tengah (3,96%). Sedangkan terendah adalah Provinsi Maluku 
(0,00%), Papua (0,01%) dan DI Yogyakarta (0,02%). Sementara untuk Provinsi Banten hanya 
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sebesar 1,73% yang menandakan masih minimnya informasi serta rendahnya sosialisasi pemerintah 
terhadap aplikasi Keluarga Sehat. Padahal bukan tidak mungkin apabila aplikasi ini digunakan oleh 
seluruh masyarakat Indonesia, maka pemerintah akan lebih mudah mengetahui daerah mana yang 
masih kurang PHBS sehingga dapat membuat program yang sesuai serta meningkatkan kualitas 
pelayanan dari Provinsi tersebut. 
Selain IKS, terdapat salah satu pengukur tingkat pembangungan kesehatan lainnya yang 
dipergunakan yaitu Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM). IPKM telah 
dikembangkan sejak tahun 2010 serta rangkaian indikator yang digunakan sesuai dengan model 
pendekatan masyarakat yang telah dikembangkan World Health Organization (WHO) serta menjadi 
rangkaian dari Sustainable Development Goals (SDGs). Berdasarkan data yang di dapat dari IPKM 
2018 di Indonesia, tingkat pembangunan kesehatan semakin membaik dalam rentang 5 tahun 
belakangan ini (Tahun 2013 hingga 2018).  Adapun indikator yang dipergunakan dalam menghitung 
IPKM 2018 berdasarkan model IPKM yang dikembangkan tahun 2013. Indikator tersebut 
dikelompokkan menjadi 7 sub indeks, yakni Kesehatan Balita, Kesehatan Reproduksi, Pelayanan 
Kesehatan, Perilaku Kesehatan, Penyakit Tidak Menular, Penyakit Menular, dan Kesehatan 
Lingkungan. IPKM 2018 menunjukkan pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia mengalami 
perbaikan dari IPKM 2013. Perubahan capaian IPKM 2018 dan IPKM 2013 salah satunya terlihat 
pada peningkatan nilai minimum dan maksimum. Peningkatan nilai minimum dari yang sebelumnya 
0,2169 menjadi (IPKM 2013) menjadi 0, 3469 (IPKM 2018), sementara peningkatan nilai 





Gambar 1.3. Peringkat Provinsi berdasarkan IPKM 2013 dan IPKM 2018 
 
Apabila dilihat berdasarkan provinsinya, peringkat IPKM tertinggi dan terendah pada tahun 
2013 dan 2018 tidak mengalami perubahan. Provinsi Bali masih menempati peringkat tertinggi dan 
peringkat terendah adalah provinsi Papua. Hal ini tentu harus menjadi perhatian dari pemerintah serta 
masyarakatnya itu sendiri. Selain itu, peringkat IPKM untuk Banten juga mengalami peningkatan 
dari sebelumnya 0,5682 menjadi 0,6125. 
 
Gambar 1.4. Nilai IPKM dan Nilai 7 Sub Indeks IPKM Provinsi Banten Tahun 2013 
dan 2018 
Nilai sub indeks tertinggi adalah penyakit menular (0,8616) diikuti dengan kesehatan lingkungan 
(0,8607). Sedangkan sub indeks terendah adalah penyakit tidak menular (0,4195) dan perilaku 
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kesehatan (0,4395). Peningkatan terbesar terjadi pada sub indkes kesehatan lingkungan yang 
menandakan adanya perbaikan pada indikator penyusun indeks kesehatan lingkungan yang meliputi 
akses sanitasi dan akses air bersih. 
 
Gambar 1.5. Nilai IPKM 2013 dan 2018 Provinsi Banten 
Berdasarkan skor IPKM 2013 dan 2018, peningkatan skor tertinggi terjadi pada Kabupaten 
Pandeglang (0,0804) dan Kabupaten Serang (0,0646). Sedangkan peningkatan skor terendah terjadi 
pada Kabupaten Lebak (0,0068) dan Kota Tangerang Selatan (0,0249). Apabila dilihat dari urutan 
peringkat di tahun 2018 dalam provisi Banten, Kota Tangerang Selatan menjadi urutan pertama 
dengan skor IPKM 0,6772 dan diikuti oleh Kota Cilegon dengna skor IPKM 0,6614 (berhasil 
menggeser peringkat Kota Tangerang yang hanya memiliki skor IPKM 0,6579). Hal ini tentu 
menimbulkan menambah penasaran penulis untuk membedah lebih dalam salah satu indikator yang 
menyebabkan hal tersebut terjadi.  
 
Gambar 1.6. Data yang diolah dari Nilai IPKM 2013 dan 2018 (Indeks Pelayanan Kesehatan 
dan Indeks Perilaku Kesehatan) 
Berdasarkan data olahan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pelayanan kesehatan dan perilaku 
kesehatan di Kota Tangerang masih di bawah Kota Cilegon dan Kota Tangerang Selatan. Hal ini 
yang tentu menjadikan dasar bagi penulis untuk mengetahui lebih lanjut terkait pelayanan kesehatan 





2013 2018 2018 2013 2018 2018
KAB. Pandeglang 0,3372 0,3738 8 0,2555 0,3761 8
KAB. Lebak 0,3808 0,3848 6 0,2966 0,3806 7
KAB. Tangerang 0,4379 0,4861 4 0,3235 0,4211 6
KAB. Serang 0,3555 0,3772 7 0,3278 0,4353 5
Kota Tangerang 0,4952 0,5534 3 0,3753 0,4839 3
Kota Cilegon 0,5073 0,5821 2 0,3684 0,5061 1
Kota Serang 0,4354 0,4293 5 0,3352 0,4521 4
Kota Tangerang Selatan 0,4770 0,6633 1 0,4519 0,4913 2
Banten 0,4203 0,4693 0,3422 0,4395
Sub Indeks Pelayanan 
Kesehatan




lebih tepatnya berada di Keranggan. Kebutuhan masyarakat akan pentingnya informasi seputar 
kesehatan adalah tanggung jawab dari setiap lembaga kesehatan. Puskesmas adalah ujung tombak 
dari pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi kesehatan masyarakat umum, Ibu hamil, balita 
dan perawatan secara intensif. Banyak dari masyarakat yang sudah bergantung pada Puskemas 
dikarenakan lokasi yang mudah dijangkau, biaya yang murah atau bahkan gratis dengan pelayanan 
yang baik.  
1.2. Puskesmas 
Puskesmas (Pusat kesehatan Masyarakat) merupakan sarana pelayanan kesehatan masyarakat yang 
menjadi bagian utama dalam penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan Dinas 
Kesehatan, puskesmas berfungsi memberikan pelayanan kesehatan sampai ke kabupaten/kota.   
Puskesmas merupakan suatu organisasi kesehatan yang dijadikan penyelengaran pembinaan 
kesehatan bukan hanya sekedar membantu pelayanan kesehatan.  Pelayanan tersebut diberikan 
kepada semua penduduk dengan tidak membedakan jenis kelamin dan umur, sejak dari kandungan, 
lahir sampai meninggal. Jika dilihat dari penempatannya maka puskesmas memiliki peran ujung 
tombak dalam penyelenggaraan kesehatan di Indonesia. Bukan hanya sebagai pelayanan kesehatan 
melaikan juga menyelenggarakan pelayanan kedokteran yang bertugas untuk memberikan pelayanan 
membantu kesembuhan rakyat Indonesia.  
Sejarah Puskesmas dimulai dari pemerintahan Belanda pada abad ke-16 dikarekana ada wabah 
penyakit cacar dan cholera yang sangat ditakuti oleh masyarakat. Puskesmas pertama kali diresmikan 
pada tahun 1968 dalam Rapat Kerja Kesehatan Nasional Pertama di Jakarta. 
Visi dan Misi Puskesmas  
Visi puskesmas adalah tercapainya kecamatan sehat menuju Indonesia sehat. Indikator utama yakni: 
1. Lingkungan sehat.  
2. Perilaku sehat.  
3. Cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu.  
4. Derajat kesehatan penduduk kecamatan. 
Misi puskesmas, yaitu: 
1. Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya.  
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2. Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di wilayah kerjanya.  
3. Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang 
diselenggarakan.  
4. Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat berserta 
lingkungannya. 
Kegiatan Pokok Puskesmas 
Menurut Buku Pedoman Kerja Puskesmas pelaksaan kegiatan pokok diarahkan kepada seluruh 
keluarga. Kegiatan tersebut meliputi : 
1. Kesehatan Ibu dan Anak 
2. Keluarga Berencana 
3. Perbaikan Gizi 
4. Kesehatan Lingkungan 
5. Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular 
6. Pengobatan Kepada Masyarakat 
7. Penyuluhan kesehatan masyarakat 
8. Kesehatan Sekolah 
9. Kesehatan Olahraga 
10. Perawatan kesehatan masyarakat 
11. Peningkatan Kesehatan Kerja 
12. Kesehatan Gigi dan Mulut 
13. Kesehatan Jiwa 
14. Kesehatan Mata 
15. Pembinaan Peran Serta Masyarakat 
16. Pembinaan Pengobatan Tradisional 
Fungsi Puskesmas  
Diharapkan dapat menjadi pusat pembangunan kesehatan di wilayahnya, kemudian diharapkan 
mampu membina masyarakat untuk menerapkan hidup sehat dilingkungannya dan memberikan 
pelayanan kesehetan secara menyeluruh tanpa memandang status sosial, jenis kelamin dan umur. 
1.3. Analisis Situasi 
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Jumlah keadaan gizi balita di Keranggan menurut status untuk keadaan gizi baik terdapat 191 
balita, gizi buruk 3 balita, gizi kurang 7 balita dan gizi lebih 183. Terdapat 1766 jiwa penerima kartu 
sehat puskesmas di Keranggan.  
Banyaknya kunjungan pasien di puskesmas Keranggan : 1170 dengan menggunakan JPS-BK 
(Jaring Pengaman Sosial Kesehatan) dan 33 orang dengan menggunakan ASKES (Asuransi 
Kesehatan). 
Upaya dalam pengelolaan kesehatan masyarakat di daerah Keranggan dan Pademangan 
menjadi wilayah kerja dari Puskesmas Keranggan. Saat ini Puskesmas Keranggan memiliki 6 kamar 
yang dapat menangani pasien yang membutuhkan perawatan secara intensif. Kendala yang dihadapi 
adalah pengaturan / okupansi dari kamar rawat inap yang masih diatur secara manual sehingga data 
penggunaan kamar rawat inap tidak dapat dipantau secara real time oleh petugas Puskesmas maupun 
calon pasien yang membutuhkan kamar rawat inap. 
 
1.4.  Urgensi Permasalahan Mitra 
Permasalahan yang dihadapi pihak Puskesmas adalah sulitnya pengaturan / okupansi kamar 
rawat inap karena masih dilakukan manual dengan menggunakan catatan sehingga kurang efektifnya 
petugas dalam mengurus pasien yang akan masuk kamar rawat inap karena ketidakpastian kamar 
yang tersedia. Calon pasien / keluarga pasien juga sering merasa kecewa karena menganggap pihak 
Puskesmas tidak menyediakan kamar rawat inap namun kenyataannya kamar sedang digunakan dan 
kasur penuh dengan pasien. Permasalahan tersebut dapat diatasi dengan perbaikan tampilan website 
Puskesmas Keranggan yang memudahkan penyampaian informasi terkait ketersediaan kamar rawat 
inap. 
Menurut Depkes RI (2015), salah satu cara untuk menghitung okupansi kamar rawat inap 
dengan menggunakan Bed occupancy rate. Bed occupancy rate adalah presentase pemakaian tempat 
tidur pada satuan waktu tertentu. Indikator yang diberikan adalah tinggi dan rendahnya tingkat 
pemanfaatan dari tempat tidur rumah sakit. Angka BOR yang rendah menunjukan kurangnya 
pemanfaatan fasilitas oleh masyarakat sedangkan BOR yang tinggi (lebih dari 85%) menunjukan 
tingkat pemanfaatan yang cukup tinggi dan perlu menjadi pertimbangan untuk dilakukan 
penambahan fasilitas kasur. Nilai ideal BOR adalah 70-80%. 
14 
 
Rumus dari bed occupancy rate adalah  
𝐻𝑃
𝑇𝑇 𝑥 𝑃𝑒𝑟
 x 100 
Keterangan: 
HP : jumlah hari perawatan 
TT: jumlah tempat tidur tersedia 





1.5. Tujuan dan Manfaat PKM 
b. Tujuan. 
Tujuan dari PKM ini adalah memberikan informasi real time untuk pasien puskesmas 
Keranggan dalam mengakses informasi tentang ketersediaan kamar rawat inap Puskesmas 
Keranggan. Selain itu pasien dapat melakukan registrasi secara online pada website tersebut. Selain 
itu petugas medis dapat melakukan analisa terhadap okupansi kamar rawat inap dari data yang 
diperbaharui. 
b. Manfaat 
Manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan PKM ini adalah kemudahan pendataan pasien 
oleh petugas medis yang telah melakukan registrasi online pada website, melakukan perbaharuan 
ketersediaan kamar rawat inap secara real time karena dapat diakses oleh seluruh petugas medis yang 
bertugas setiap hari di waktu kerja yang berbeda (shifting), dan memberikan berbagai macam 














2.1. Solusi Permasalahan 
Program Studi Manajemen Teknologi akan menyiapkan program berupa pengaturan / 
okupansi kamar rawat inap yang dapat diakses oleh petugas Puskesmas dan dapat ditampilkan pada 
dashboard di ruang tunggu pasien. Data yang tersedia pada dashboard tersebut bukan hanya data 
kamar rawat inap yang tersedia, juga dokter / bidan yang sedang bertugas, jadwal imunisasi, nomor 
antrian rawat jalan dan beberapa fungsi lainnya yang memudahkan pasien. Riwayat dari identitas 
pasien yang meliputi nama, NIK, gender, usia, serta diagnosa penyakit  pasien yang pernah dirawat 
juga akan otomatis tersimpan sebagai dokumentasi juga dapat mengurangi penggunaan kertas di 
Puskesmas Keranggan dalam rangka Go Green. 
 




 Sudah tersedianya pelayanan kesehatan dari Petugas Medis dan Perawat, berupa rawat jalan, 
IGD, rawat inap dan penunjang intensif.  
 Tingkat kepercayaan terhadap Puskesmas Kranggan tidak hanya dari sekitar Keranggan saja 
namun juga datang dari luar Keranggan, terlihat dari peningkatan kunjungan dari tahun ke tahun 
baik dari pasien umum, BPJS atau pun kunjungan rawat jalan dan rawat inap. 
Aspek SDM 
 Pemimpin Puskesmas yang berdedikasi tinggi akan membawa perubahan yang berdampak 
sangat baik untuk Puskesmas Keranggan baik secara kinerja SDM maupun Pelayanan 
Puskesmas yang dapat diberikan 
 SDM baik medis atau pun non medis yang ramah akan membuat pelayanan yang baik terhadap 
pasien meningkat.  
 Jumlah SDM sebanyak 30 orang merupakan kekuatan yang baik untuk memaksimalkan 






 Mendapat sumber dana dari pemerintah bersumber dari APBD. 
 Mendapat sumber pendapatan dari pelayanan Puskesmas Keranggan dari pasien umum, 
kerjasama dan penerimaan lain-lain yang diperbolehkan. 
 Aspek sarana dan Prasarana 
 Sarana dan prasarana yang Puskesmas yang memadai, sudah ada IGD dan fasilitas rawat inap. 
 Menjadi rujukan dari daerah lain yang disebabkan sarana dan prasarana yang lebih lengkap. 




 Beberapa pelayanan masih kurang optimal karena masih dibawah standar ada dalam SOP 
Pelayanan Puskesmas 
 Sistem pelayanan Puskesmas masih belum berjalan dengan maksimal seperti yang diharapkan 
karena masih dalam masa transisi dari manual ke sistem digital 
 Pelayanan untuk rawat inap masih belum maksimal karena belum ada sistem yang dapat 
menunjukan secara real-time ketersediaan kamar. 
Aspek SDM 
 SDM yang ada masih belum semuanya memenuhi standard syarat kepegawaian Puskesmas. 
 Kompetensi pelayanan pada tingkat pelaksana belum memenuhi standar yang ada. 
Aspek Keuangan 
 Pendapatan dari hasil perolehan pelayanan masyarakat umum masih minimal. 
 Anggaran dari APBD yang ada masih sangat terbatas 
Aspek sarana dan Prasarana 
 Tata letak Puskesmas kurang kondusif baik secara layout dan luasaan bagi pengunjung atau pun 
pasien, tempat parkir terbatas. 
 Jumlah kamar pelayanan masih kurang. 
Lingkungan Eksternal 
Peluang (Opportunities) 
Aspek Pelayanan  
 Puskesmas Kranggan sebagai Puskesmas rujukan dari tiga daerah sekitarnya. 
 Jumlah pengunjung dan pengguna layanan Puskesmas yang meningkat dari tahun ke tahun. 
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 Lokasi yang mudah dicapai. 
Aspek SDM 
 Sumber daya manusia untuk menjadi pegawai di Puskesmas ada di sekitar Kranggan. 
 Perusahaan dan Institusi Pendidikan di sekitar Kranggan banyak yang menjadikan Kranggan 
sebagai desa Binaan. 
Aspek Keuangan 
 Mendapatkan bantuan dana atau pun sarana dan prasarana dari luar rumah sakit dan pemerintah. 
Aspek sarana dan Prasarana 
 Adanya dukungan dari pemerintah daerah. 
 Dukungan dari pihak lain yang ada untuk meningkatkan pengadaan sarana dan prasarana yang 




 Masyarakat semakin kritis terhadap pelayanan yang ada, menginginkan adanya peningkatan 
pelayanan setiap waktu. 
Aspek SDM 
 Terbatasnya SDM ahli. 
 
Aspek Keuangan 
 Biaya yang meningkat tidak seiring dengan peningkatan dana yang diberikan oleh Pemerintah 
Daerah. 
 
Aspek Sarana dan Prasarana 
 Layout dan Luasan yang semakin kurang memadai untuk memenuhi jumlah pengunjung dan 
pegawai Puskesmas yang mungkin menurunkan penilaian Puskesmas 
 Sistem yang mendukung untuk melayani dan meningkatkan kinerja Puskesmas yang belum 



















Gambar 3.1 Metode Pelaksanaan Program Pengabdian kepada Masyarakat Puskesmas Keranggan. 
 
Metode pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) pada Gambar 3.1 dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
 
3.1. Survey dan Penetapan Lokasi PKM 
 
Keranggan merupakan salah satu dari 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Setu, Kota 
Tangerang, Provinsi Banten. Dilansir dari data BPS Kota Tangerang Selatan. Keranggan memiliki 
luas 1,70 km2 dengan persentase luas 11,49% dari total KecamatAn Setu 14,80 km2. 
Keranggan memiliki luas lahan untuk sawah 31 Ha, dan darat 139 Ha dengan total 170 Ha. 
Keranggan berada di 63 mdpl. Kecamatan Setu memiliki curah hujan rata-rata 10,9 mm per bulan. 
Jarak kantor kelurahan Keranggan dengan kantor kecamatan yang membawahi 5-10 km. 




1. Perbaikan user interface website Puskesmas Keranggan. 
2. Penambahan fitur pendaftaran pasien secara online & ketersediaan kamar rawat 
inap. 
3. Penambahan fitur tampilan ketersediaan kamar rawat inap. 
Hasil & Luaran 
1. Tampilan fitur baru Website Puskesmas Keranggan (Pendaftaran pasien secara online & 
ketersediaan kamar rawat inap. 
2. HKI (Buku / Monograf ber-ISBN, tampilan antar-muka Website & basis data.) 
3. Pelatihan operasional Website bagi Staff IT dan Petugas Medis. 
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Keranggan memiliki jumlah penduduk 6.081 dengan 3.131 laki-laki dan 2.950 perempuan dengan 
range umur sebagai berikut: 
Kelompok 
Umur Jumlah 
0 - 4 tahun 469 
5 - 9 tahun 570 
10 - 14 tahun 477 
15 - 19 tahun 513 
20 - 24 tahun 500 
25 - 29 tahun 579 
30 - 34 tahun 455 
35 - 39 tahun 467 
40 - 44 tahun 440 
45 - 49 tahun 369 
50 - 54 tahun 398 
55 - 59 tahun 308 




Gambar 3.2. Jumlah penduduk Keranggan berdasarkan umur 
Jumlah rumah tangga Keranggan adalah 1.476 kepala dengan rata-rata penduduk rumah 
tangga 4,12. Penduduk Keranggan memiliki 3 pemeluk agama dengan rincian agama Islam (5.818 
orang), Kristen (42 orang) dan Khatolik (19 orang) dan sisanya tidak disebutkan. Penduduk di 
Keranggan menggunakan pompa/sumur sebagai sumber air untuk mandi dan mencuci dengan 
kondisi air tidak tercemar laut dan tidak memiliki air tanah payau dengan kondisi bangunan rumah 
permanen. 




Sekolah Murid Guru 
TK 58 4 
SD 564 25 
SMP 68 6 
SMA 0 0 
Total 690 35 
 
                                       Gambar 3.3. Jumlah Murid dan Guru di Keranggan 
Untuk fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan Keranggan detail sebagai berikut: 
Fasilitas Jumlah 
Puskesmas 1 
Praktek Dokter 2 
Praktek Bidan 1 
Posyandu 6 
Toko Obat 1 
Total 11 
  
























Polio III 241 
Polio IV 0 
DPT  0 
Total 525 
 
Gambar 3.6. Jenis imunisasi yang diterima oleh bayi di Keranggan 
Untuk program keluarga berencana, Keranggan memiliki 1 bidan dan 3 perawat dengan 500 
peserta KB  baru dan 1388 peserta KB aktif. Alat KB yang digunakan pun beragam mulai dari IUD 
(12), Implant (32), suntik (958), pil (281) dan kondom (105). 
Kebutuhan masyarakat akan pentingnya informasi seputar kesehatan adalah tanggung jawab 
dari setiap lembaga kesehatan. Puskesmas adalah ujung tombak dari pelayanan kesehatan masyarakat 
yang meliputi kesehatan masyarakat umum, Ibu hamil, balita dan perawatan secara intensif. Banyak 
dari masyarakat yang sudah bergantung pada Puskemas dikarenakan lokasi yang mudah dijangkau, 
biaya yang murah atau bahkan gratis dengan pelayanan yang baik.  
Pada tahap persiapan, pelaksana PKM melakukan survey di seluruh website puskesmas Kota 
Tangerang Selatan untuk mengetahui kebutuhan pada setiap Puskesmas dalam interaksi antara pihak 
Puskesmas dan calon Pasien. Penetapan lokasi didasari oleh gambaran permasalahan yang dihadapi 

























       
 
 
















                  
 
















































































3.2. Identifikasi Permasalahan  
Dari pertemuan yang dilakukan oleh Pelaksana PKM dan Pihak Puskesmas Keranggan, dapat 
dijelaskan bahwa permasalahan yang terjadi di Puskesmas Keranggan adalah kebutuhan informasi 
oleh calon terkait ketersediaan kamar rawat inap dan pendaftaran pasien secara online agar 





















HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Antarmuka Website Puskesmas Keranggan 
Website ini merupakan sebuah website profile dari Puskesmas Keranggan yang dilengkapi beberapa 
fitur. Website ini digunakan sebagai media perantara atau pusat informasi dari Puskesmas Keranggan, 
diantaranya penyampaian informasi mengenai tenaga media, jam operasional, ketersediaan kamar rawat 
inap, jenis pelayanan, dan sebagainya. Terdapat tiga akses pada website ini: website yang dapat diakses oleh 
publik, website untuk admin, dan website untuk superadmin. 
Halaman Berandainterface 
 
Halaman ini terdiri dari beberapa sub-bagian, yaitu: slider, informasi ruangan, jam operasional, jenis 
pelayanan, Frequently Asked Question (FAQ), berita kegiatan puskesmas, tenaga medis, dan cara 
menghubungi puskesmas. Gambar 4.1 merupakan bagian slider pada halaman Beranda yang menampilkan 
gambar- gambar dari Puskesmas Keranggan. 
 




Gambar 4.2. Halaman Beranda (informasi ruangan, jam buka, dan pelayanan) 
 
Gambar 4.2 merupakan halaman beranda bagian informasi ruangan, jam buka, dan jenis pelayanan yang 
disediakan oleh Puskemas Keranggan. Ruangan yang tersedia diantaranya rawat inap laki-laki, rawat inap 
perempuan, UGD, Persalinan, dan Nifas dengan masing-masing ketersediaan ruangan. 
 
 
Gambar 4.3. Halaman Beranda (FAQ) 
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Gambar 4.3 menunjukkan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pengunjung website maupun puskesmas. 
FAQ membantu masyarakat agar dapat dengan segera mendapatkan informasi yang diinginkan. 
 
Gambar 4.4 Halaman Beranda (kegiatan puskesmas) 
 
Beberapa kegiatan puskesmas dan Tenaga medis yang bertugas di puskesmas dapat dilihat pada website 
ditunjukkan pada Gambar 4.4 dan Gambar 4.5. 
 

















Gambar 4.6. Halaman Beranda (footer) 
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Halaman Program dan Kegiatan 
Seluruh program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas Keranggan dapat dilihat pada halaman 
Program dan Kegiatan seperti pada Gambar 4.7. 
 




Halaman Pelayanan Puskesmas 
Halaman ini digunakan sebagai sarana untuk memberikan informasi kepada pengunjung mengenai 









Visi dan Misi dan seluruh tenaga medis Puskesmas Keranggan ditampilkan pada halaman Profil. 
 
Gambar 4.9. Halaman Profil 
 
Halaman Pendaftaran Pasien Online 
Pasien juga dapat langsung mendaftar secara online melalui website Puskesmas seperti pada Gambar 10. 
 
 





Halaman Blog berisikan artikel-artikel mengenai kesehatan yang dapat dibaca oleh seluruh pengunjung 
website. 
Gambar 4.11. Halaman Blog 
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4.2. Antarmuka Website Admin 
 
Halaman Login 
Sebelum masuk ke halaman Dashboard, pengguna harus login terlebih dahulu. 
 
Gambar 4.12. Halaman Login 
 
Halaman Dashboard 
Setelah berhasil login, halaman Dashboard akan ditampilkan beserta menu yang dapat diakses oleh seorang 
Admin. Admin merupakan tenaga medis yang dapat mengubah jumlah ketersediaan kamar dan melihat list 
dari pasien yang mendaftar secara online. 
 
Gambar 4.13. Halaman Dashboard
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Halaman Menu Kamar 
Admin dapat memperbaharui ketersediaan kamar-kamar yang tersedia. 
 
Gambar 4.14. Halaman Menu Kamar 
 
Halaman Menu Pasien Online 













Gambar 4.15. Halaman Menu Pasien Online
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4.3. Antarmuka Website Super Admin 
 
Halaman Dashboard 
Sama seperti admin, super admin dapat masuk ke dalam sistem apabila sudah melakukan login terlebih 
dahulu. Setelah berhasil, akan ditampilkan halaman Dashboard dengan menu-nemu yang lebih beragam. 
 
Gambar 4.16. Halaman Dashboard 
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Halaman Menu Master Data- Role 
Menu ini digunakan superadmin untuk melakukan pengubahan master data role, user, dan blog category. 
 
                Gambar 4.17. Halaman Menu Master Data – Role 
 
Halaman Menu Site Content 





Gambar 4.18. Halaman Menu Site Content 
 
 
Halaman Menu Blog 
Halaman Menu Blog digunakan superadmin untuk mengubah konten dari blog atau artikel yang akan 
ditampilkan pada website. 
Gambar 4.19. Halaman Menu Blog 
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Halaman Menu Pelayanan 
Menu ini digunakan superadmin untuk mengubah jenis-jenis pelayanan yang tersedia di Puskesmas 
Keranggan. 
 
Gambar 4.20. Halaman Menu Pelayanan 
 
Halaman Menu Jaminan Pembayaran 
Halaman Menu Jaminan Pembayaran digunakan superadmin untuk mengubah atau menghapus berbagai 
macam jaminan pembayaran yang diperbolehkan di Puskesmas Keranggan. 
 
 




4.4. Capaian Hasil / Luaran 
Dari hasil pelaksanaan program Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) yang telah 
dilakukan, diperoleh capaian luaran sebagaimana yang disajikan pada Tabel 4.2 berikut. 




1 Publikasi ilmiah pada Jurnal Buku ber ISBN Published 1 publikasi ilmiah 
berupa    buku / 
monograf 
2 HKI – Antarmuka Website Puskesmas 
Keranggan 
Terdaftar Sertifikat HKI 
4 HKI – Program Website SIPURA Terdaftar Sertifikat HKI 
 
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Kesimpulan 
Website Puskesmas Keranggan telah diperbarui dengan tampilan yang user friendly dan 
penambahan menu terutama pada menu ketersediaan kamar rawat inap dan registrasi pasien secara 
online yang memudahkan pihak Puskesmas dalam memperbarui data secara real time dan 
pemberian informasi yang lengkap melalui website 
http://supplierairfresh.com/puskesmas_keranggan/. 
 
5.2 Saran  
Dari hasil pelaksanaan program PKM yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran 
yang dapat diberikan, antara lain: 
1. Website Puskesmas Keranggan dapat menjadi percontohan bagi website Puskesmas di Kota 
Tangerang Selatan. 
2. Pengembangan website dapat dilakukan secara terus menerus dengan menyesuaikan 
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